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HILANGNYA ASET PERUSAHAAN SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU

TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT,
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas menghenai permasalahan PHK terhadap pekerja/buruh
yang sering kali terjadi dalam suatu hubungan kerja. Salah satu alasan PHK yang
disebutkan adalah berkenaan dengan ‘“ceroboh atau sengaja merusak atau
membiarkan dalam keadaan berbahaya barang milik Perusahaan”, dimana tidak
ada definisi dari barang milik Perusahaan yang jelas. Oleh sebab itu, harus
dipastikan bahwa ketentuan PHK diatur secara adil dan jelas. Tujuan dari adanya
penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui dan menganalisis mengenai: (a)
bagaimana sebaiknya kriteria barang milik Perusahaan dalam ketentuan
perundang-undangan agar terjadi kepastian hukum bagi pemberi kerja atau
pengusaha dengan Pekerja atau buruh; (b) Bagaimana keberadaan ketentuan
dalam Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan
diberlakukannya ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang
telah mencabut ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan; dan (c) Bagaimana
ketidakjelasan pengaturan mengenai PHK dengan dasar ceroboh atau sengaja
merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya barang milik Perusahaan
ditinjau dari asas proporsionalitas.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif ini menggunakan tipe pendekatan penelitian asas-asas hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) PHK dengan dasar “ceroboh atau
sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya barang milik
Perusahaan” membuat tidak terpenuhinya asas proporsionalitas dan (2)
Penyelesaian PHK guna melindungi pekerja/buruh masih tidak jelas dikarenakan
terdapat ketidakseragaman peraturan.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat, Barang Milik
Perusahaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu hak dasar
bagi setiap orang. Hal tersebut mengingat bahwa sejatinya seseorang perlu
untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup dari
masing-masing orang tersebut ataupun untuk keluarganya. Bekerja merupakan
salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang
juga dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28D
Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya

disebut UUD NRI 1945), bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam Hubungan Kerja.”

Oleh sebab itu, sejatinya negara memiliki tanggung jawab yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah yaitu untuk terus mengusahakan agar setiap
orang dapat memiliki hak untuk bekerja sertu agar dapat mendapatkan
pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya, yang mana kesemuanya itu

ditujukan agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.!

! Sugeng Hadi Purnomo, “Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja”, dalam

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 137.



Suatu hubungan kerja yang merupakan hubungan antara pemberi kerja
dengan pekerja. Hubungan tersebut akan tercipta ketika seseorang telah
memilih untuk bekerja pada pihak pemberi kerja dan mengikatkan dirinya
dengan tujuan memiliki penghidupan yang baik. Dijelaskan melalui Pasal 1
Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 (selanjutnya disebut UU
Ketenagakerjaan) bahwa ketika terdapat adanya suatu hubungan kerja,
hubungan tersebut dijalankan dengan berdasarkan suatu perjanjian kerja.
Dalam kaitannya dengan suatu perjanjian kerja sebagai landasan terciptanya

hubungan kerja.

Dalam suatu perjanjian kerja yang menjadi dasar yang mengikat bagi
pemberi kerja dan pekerja dikenal asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas
ini berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Asas proporsionalitas
pada umumnya membahas konteks hubungan dan kepentingan diantara para

pihak, yaitu pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh.?

Dalam konteks hubungan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh yang
didasarkan dengan adanya perjanjian kerja, maka secara otomatis akan

memunculkan suatu istilah yaitu Pemutusan Hubungan Kerja. Definisi dari

2 Kemal Juniardi, Komahira, Dwi Ratna Indri Hapsari, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak

dan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja dengan Pengusaha di
Banjarmasin”, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No.2,2021. him. 258.



Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PHK) menurut Pasal 1

Angka 25 UU Ketenagakerjaan yaitu:

“Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh
dan pengusaha.”

Pada kenyataannya hingga saat ini permasalahan mengenai PHK masih terus
menjadi suatu hal yang sangat ditakuti oleh para pekerja. Hal tersebut karena
dengan bekerja seseorang dapat menopang hidup bagi keluarga melalui upah

yang diterima.’

Semenjak berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja yang telah diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
secara spesifik pengaturan mengenai PHK telah diatur dalam hukum positif
Indonesia yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 45 (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021). Namun sehubungan diberlakukannya ketentuan tersebut terdapat

beberapa permasalahan hukum terutama berkaitan dengan persoalan PHK

3 Haryanto Rosyid, “Pemutusan Hubungan Kerja: Masihkah Mencemaskan?”, dalam Jurnal

Buletin Psikologi, Volume 11, Nomor 2, 2003. hlm. 95.



yang disebabkan karena rusak dan keadaan bahaya barang milik perusahaan.
Permasalahan pertama, seperti diketahui salah satu alasan PHK dalam
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adalah Pasal 52 Ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa:

“(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap
Pekerja/Buruh  karena  alasan  Pekerja/Buruh  melakukan
pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dan

b. uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.”

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hak bagi
pengusaha untuk dapat melakukan PHK terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Selanjutnya dalam
penjelasan Pasal 52 Ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2021 dijelaskan bahwa pelanggaran bersifat mendesak salah satunya adalah:

“(2) Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:

g. ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan keadaan
bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian
bagi Perusahaan.”

Berkaitan dengan barang milik Perusahaan dalam penjelasan Pasal 52

Ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tidak diatur



mengenai definisi ataupun kategori barang milik perusahaan dan dapat
menimbulkan masalah hukum berupa ketidakpastian bagi seorang pekerja
apabila yang berangkutan dikenai PHK dengan alasan ceroboh atau sengaja
merusak atau membiarkan keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang

menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Permasalahan kedua adalah berkaitan dengan muatan penjelasan Pasal
52 Ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka
muatan tersebut sama dengan muatan Pasal 158 Ayat (1) huruf g UU

Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh  dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan
kesalahan berat sebagai berikut:

(g) dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan
dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang
menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Padahal telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
012/PUU-1/2003 pada tanggal 17 November 2004 Tentang Uji Material Pasal-
Pasal UU Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 12 Tahun 2003) yang menyatakan Pasal 158 UU
Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan
tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa Pasal 158 telah memberikan
kewenangan kepada pengusaha untuk dapat melakukan PHK. Dimana PHK

yang dilakukan adalah PHK karena kesalahan berat tanpa adanya due process



of law melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Namun kemudian terdapat
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA
Nomor 3 Tahun 2015) yang menyatakan bahwa:
“Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan
melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK Nomor 012/PUU-

172003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa
harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT).”

Dalam hal tersebut terdapat ketentuan yang berbeda antara Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2003 dengan SEMA Nomor 3
Tahun 2015 terhadap keberlakuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan tersebut.
Selanjutnya dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa Pasal 158 UU
Ketenagakerjaan telah dihapus. Sementara di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 mengatur ketentuan yang sama dengan Pasal 158 UU
Ketenagakerjaan yang telah dihapus. Kondisi ini juga menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam Hubungan Kerja.

Permasalahan ketiga adalah ketidakjelasan ketentuan di atas akan
berdampak terhadap ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini
perlu dikaji dengan menggunakan asas proporsionalitas, karena menurut Agus
Yudha Hernoko, asas proporsionalitas bertujuan untuk memberikan masing-

masing pihak bagian atau proporsinya. Kajian menggunakan asas



proprosionalitas ini dilakukan guna menciptakan adanya jaminan bahwa
perbedaan kepentingan antara Pemberi kerja atau Perusahaan dengan Pekerja

atau Buruh akan diselesaikan secara proporsional.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis bertujuan untuk

menganalisa permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul:

“HILANGNYA ASET PERUSAHAAN SEBAGAI ALASAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN
WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN

DITINJAU DARI ASAS PROPORSIONALITAS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada poin sebelumnya,
maka penulis merumuskan dua permasalahan yang akan dibahas dalam

penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Melihat belum jelasnya kriteria barang milik perusahaan dalam
ketentuan 52 Ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2021, bagaimana sebaiknya kriteria barang milik Perusahaan



dalam ketentuan perundang-undangan agar terjadi kepastian hukum
bagi pemberi kerja atau pengusaha dengan Pekerja atau buruh?

2. Bagaimana keberadaan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan
diberlakukannya ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 yang telah mencabut ketentuan Pasal 158 UU
Ketenagakerjaan?

3. Bagaimana ketidakjelasan pengaturan mengenai PHK dengan dasar
ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan
berbahaya barang milik Perusahaan ditinjau dari asas

proporsionalitas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini tentunya adalah untuk menjawab rumusan

masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu:

a. Untuk mengkaji dan menganalisis kriteria barang milik Perusahaan
dalam ketentuan perundang-undangan agar terjadi kepastian
hukum bagi pemberi kerja atau pengusaha dengan Pekerja atau

buruh.



b. Untuk mengkaji dan menganalisis keberadaan ketentuan dalam
Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 81 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 yang telah mencabut ketentuan Pasal 158 UU
Ketenagakerjaan.

c. Untuk mengkaji dan menganalisis ketidakjelasan pengaturan
mengenai PHK dengan dasar ceroboh atau sengaja merusak atau
membiarkan dalam keadaan berbahaya barang milik Perusahaan

ditinjau dari asas proporsionalitas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil

penelitian adalah:

a. Manfaat Teoritis
Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan kegunaan
secara teoritis yaitu mengembangkan dan memperjelas pengaturan
tentang PHK berkenaan dengan alasan hilangnya barang milik
Perusahaan. Kemudian manfaat lain yaitu untuk dapat
memperluas wawasan pengetahuan dalam memahami ilmu

pengetahuan di bidang hukum Ketenagakerjaan tentang PHK.

b. Manfaat Praktis
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Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat
secara praktis dalam bentuk masukan berkenaan dengan alasan
PHK yang dilakukan oleh Perusahaan serta diharapkan dapat

berguna bagi masyarakat, terlebih bagi para pekerja.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan jenis
penelitian yang fokusnya adalah mengkaji sistem hukum, yaitu penelitian
yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar-

dasar dalam hukum.*

Metode pendekatan yuridis normatif ini pada
dasarnya adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam metode pendekatan
yuridis normatif ini menggunakan tipe pendekatan penelitian asas-asas
hukum. Penelitian asas-asas hukum dalam metode penelitian kali ini yaitu
asas proporsionalitas ditujukan untuk mengetahui kriteria barang milik

Perusahaan seperti apa yang dapat dijadikan alasan PHK dengan dasar

ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya

4

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),
hlm. 9.
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barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan

yang juga sejalan dengan asas proporsionalitas.

. Data Yang Dibutuhkan

Dalam penelitian ini meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data

sekunder, antara lain:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer

terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim. Bahan hukum primer yang sementara digunakan terdiri

atas:

1)

2)

3)

4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja

dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
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5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/ Tentang

Uji Material Pasal-Pasal UU Ketenagakerjaan.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang membantu atau
menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan
memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder
merupakan bahan yang berupa dokumen-dokumen resmi. Bahan

hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1) Buku-buku mengenai ketenagakerjaan dan PHK;
2) Thesis dan jurnal-jurnal yang mengulas tentang
ketenagakerjaan khususnya mengenai PHK;
3) Artikel-artikel atau bahan dari media online yang terpercaya
dan kredibel yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan
PHK.
3. Sumber Data
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan data
sekunder. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan
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meneliti data sekunder belaka.’ Sehingga karena penelitian dilakukan
dengan metode yuridis normatif maka teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Cara mengumpulkan data
sekunder tersebut yaitu dengan cara membaca literatur melalui
Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Laboratorium Hukum,
Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan Digital Nasional, dan
jurnal-jurnal dari internet, yang memiliki relevansi dengan permasalahan

dalam penelitian ini.

4. Cara Menarik Data

Cara menarik data dalam penelitian ini menggunakan studi
kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-
sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan sebagaimana dimaksud
meliputi sumber kepustakaan baik yang bersifat primer maupun sekunder.
Studi pustaka memberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai buku
referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Hal tersebut
ditujukan agar dapat memperoleh landasan teori yang penting dalam
penelitian, yaitu mengenai masalah yang sedang diteliti. Studi kepustakaan
juga merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan

terhadap buku-buku bacaan, literatur, catatan, maupun berbagai lampiran

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,

edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.
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yang sekiranya berkaitan dengan masalah-masalah yang ingin

dipecahkan.®

Dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai jenis kajian
pustaka, seperti buku dan artikel penelitian, sebagai sumber informasi.
Buku dan artikel penelitian yang diperoleh dilakukan dengan membaca
pada Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Perpustakaan
Nasional Indonesia ataupun melalui e-book digital Perpustakaan Digital
Nasional. Setelah sumber-sumber tersebut terkumpul, sumber kepustakaan
kemudian dibaca dan dipelajari sesuai dengan permasalahan dalam

penelitian ini.

5. Analisis data
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan metode
penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang digunakan yaitu
penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Konstruksi hukum merupakan
suatu cara untuk mengisi apabila terjadi kekosongan suatu peraturan
perundang-undangan dengan asas-asas hukum.’” Konstruksi hukum dapat
dilakukan dengan bentuk analogi, determinasi (penghalusan hukum), atau

dengan argumentum a contrario.

6

Abdi Mirzaqon, Budi Purwoko, Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik
Konseling  Expressive Writing, https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-
kepustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

Enju Juanda, “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum ”, dalam Jurnal Ilmiah Galuh
Justisi Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 157.
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Dalam penelitian ini berfokus pada penelitian terhadap asas hukum

yakni asas proporsionalitas serta penelitian terhadap sistematik hukum.

Penelitian terhadap sistematik hukum merupakan penelitian yang

dilakukan baik secara horizontal maupun secara vertikal.®

E. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan ini akan dibagi dalam beberapa tahapan

yang disebut dengan bab, dimana pada masing-masing bab diuraikan

masalahnya secara sendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan

antara satu dengan lainnya. Adapun pembagian setiap bab akan membahas

beberapa permasalahan seperti berikut:

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai pendahuluan
dimana mencakup hal-hal yang bersifat umum guna
memahami maksud dan tujuan dari penulisan ini.
Pendahuluan terdiri dari judul, latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini
kemudian ditutup dengan memberikan sistematika

penulisan.

8

1bid., hlm. 30-31.



BAB II

BAB III

BAB 1V

BABYV
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HUBUNGAN KERJA DAN PEMUTUSAN

HUBUNGAN KERJA

Pada bab ini akan membahas tentang hubungan kerja dan
pemutusan hubungan kerja serta mengenai bagaimana
aspek hukum ketenagakerjaan dalam hubungan kerja
khususnya dalam proses penyelesaian perkara pemutusan

hubungan kerja pekerja.

ASAS PROPORSIONALITAS

Pada bab ini akan membahas tentang asas proporsionalitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian serta
pembahasan berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja

karena hilangnya aset perusahaan.

KESIMPULAN

Pada bab yang terakhir ini akan membahas mengenai
kesimpulan atas seluruh bab-bab sebelumnya yang telah
dibahas dan akan berisikan saran dari peneliti untuk
menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti dalam

penelitian ini.
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